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P  U  T  U  S  A  N  

NOMOR 400/Pdt .G /2011 /PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadi l an  Agama  Watansoppeng,  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara - perkara  te r t en tu  pada  t i ngka t  per tama,  

te lah  menja tuhkan  putusan  dalam perkara  yang  dia jukan  oleh  :

PENGGUGAT,  umur  21  tahun ,  agama  Is l am,  pend id i kan  SD,  

peker j aan  urusan  rumah  tangga ,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Kabupaten  Soppeng,  se lan ju t nya  d isebu t  

penggugat .

melawan

TERGUGAT,  umur  21 tahun ,  agama  Is l am,  pend id i kan  SD,  

peker j aan  petan i ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Kabupaten  

Soppeng,  se lan ju t nya  disebu t  tergugat .

Pengadi l an  Agama te rsebu t ;

Telah  membaca berkas  perkara ;

Telah  mendengar  penggugat ,  dan saks i - saks i .

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa penggugat    dengan    sura t  gugatannya  

ber tangga l  9  September  2011,  yang  d ida f t a r kan  d i  

Kepani t e raan  Pengad i l an  Agama  Watansoppeng  dengan  Nomor  

400  /  Pdt .G  /  2011  /  PA Wsp.  te l ah  mengemukakan  hal - hal  

sebaga i  ber i ku t  :  

- Bahwa  penggugat  dan  te rguga t  ada lah  suami  is t r i  sah  

menikah  pada  tangga l  6  Desember  2010  sebaga imana  

te rca ta t  dalam Kut ipan  Akta  Nikah  Nomor 11 

/11  / I /  2010,   tangga l   5  Januar i  2011,   yang  
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dike lua r kan   oleh     Pegawai  Pencata t  Nikah  Kantor  Urusan  

Agama Kabupaten  Soppeng;

- Bahwa sete lah  aqad  n ikah ,  penggugat  dan  te rguga t  te l ah  

t i ngga l  bersama  di  rumah  orang  tua  penggugat  se lama  

dua bulan ;

- Bahwa  se lama  t i ngga l  bersama  penggugat  dan  te rguga t  

t i dak  pernah  bergau l  sebaga imana  layaknya  pasangan  

suami  i s t r i  ( qabladdukhu l  ) ,  karena  te rguga t   t i dak  

mampu menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  suami    (  lemah 

syahwat  ) ;

- Bahwa  mengetahu i  kond is i  te rguga t  te rsebu t ,  p ihak  

ke luarga  dan  te rguga t  te lah  berusaha  melakukan  

pengobatan  al te rna t i f  te rhadap  te rguga t ,  te tap i  be lum 

ada  has i l nya  te rguga t  te lah  d iam- diam  meningga lkan  

rumah  ked iaman  bersama,  dan  pulang  ke  rumah  orang  

tuanya ;

- Bahwa  se jak  saat  i t u  te rguga t  t i dak  pernah  kembal i  

lag i  menemui  penggugat  yang  h ingga  sekarang  te lah  

mencapai  enam bu lan ,  dan  se lama  i t u  te rguga t  t i dak  

pernah  member i  nafkah  kepada  penggugat ;

- Bahwa  kond is i  te rsebu t  te lah  menyebabkan  pender i t aan  

bag i  penggugat ,  seh ingga  penggugat  merasa  sudah  t i dak  

ada  kemungk inan  untuk  te tap  mempertahankan  keutuhan  

perkawinan ,  dan  memi l i h  mengakh i r i n ya  dengan  

mengajukan  gugatan  percera i an ;  

- Bahwa  berdasarkan  da l i l - da l i l  te rsebu t ,  penggugat  

memohon  dengan  hormat ,  kepada  Ketua  Pengadi l an  Agama 

Watansoppeng  c.q .  maj l i s  hak im  yang  memer iksa  dan  

mengadi l i  perkara  in i ,  agar  k i ranya  berkenan  
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menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Primer  :  

- Mengabulkan  gugatan  penggugat ;

- Mencera i kan  penggugat  dengan  te rguga t ;

- Membebankan  b iaya  perkara  sesua i  pera tu ran  yang  

ber laku .

Subsider  :

- Mohon putusan  yang  sead i l - adi l nya .

Bahwa  pada  har i - har i  s idang  yang  te lah  d i te t apkan ,  

penggugat  menghadap  send i r i  d i  pers idangan ,  sedangkan  

te rguga t  t i dak  had i r  meskipun  te lah  d ipangg i l  berdasarkan  

re laas  pangg i l an  Nomor  400 /  Pdt .G  /  2011  /  PA Wsp.  masing-

masing  tangga l  15 September  2011,  dan 22 September  2011.

 Bahwa sebe lum  melakukan  pemer iksaan  te rhadap  perkara  

in i ,  maj l i s  hak im  melakukan  upaya  perdamaian  dengan  

menasiha t i  penggugat  agar  kembal i  membina  rumah  tangganya ,  

d isamping  i t u  untuk  memenuhi  maksud Pera tu ran  Mahkamah Agung  

Republ i k  Indones ia  Nomor  1  Tahun  2008,  maj l i s  hak im  

menje laskan  kepada  penggugat  ten tang  kewaj i ban  menyelesa i kan  

perkaranya  mela lu i  ja l u r  medias i ,  akan  te tap i  karena  

te rguga t  t i dak  pernah  had i r ,  seh ingga  maj l i s  hak im  

berkes impu lan  medias i  t i dak  dapat  di l aksanakan ,  dan  

penggugat  te tap  pada  s ikap  semula ,  seh ingga  pemer i ksaan  

perkara  in i  d imula i  dengan  pembacaan  sura t  gugatan  penggugat  

yang  is i n ya  te tap  diper t ahankan  o leh  penggugat .

Bahwa  se lan ju t nya  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya ,  penggugat  mengajukan  bukt i - buk t i  berupa  :

a. Bukt i  ter tu l i s

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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- Fotokop i  Kut ipan  Akta  Nikah  Nomor  11 /  11  /  I  /  2010,  

tangga l  5  Januar i  2011,  Bukt i  te r t u l i s  te rsebu t  te lah  

d iber i  metera i  cukup,  dan  te l ah  disesua ikan  dengan  

as l i nya ,  ser ta  d iber i  kode  P.

b. Kesaksian  dua orang saksi  

     Saksi  ke satu  :

SAKSI  1,  umur  47 tahun ,  agama Is l am,  peker j aan  petan i ,  

ber tempat  t i ngga l  d i  Kabupaten  Soppeng,  d i  bawah  sumpah 

member i  kesaks ian  sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa  saks i  mengenal  kedua  belah  p ihak  berperka ra  

dengan  baik ,  keduanya  pasangan  suami  is t r i  sah;

- Bahwa saks i  ada lah  ayah  kandung  penggugat ,  dan  t i ngga l  

satu  rumah dengan  penggugat ;

- Bahwa penggugat  dan  te rguga t  melangsungkan  pern i kahan  

d i  Maccope,  pada tangga l  6 Desember  2010;

- Bahwa   se jak  sete l ah  akad  n ikah ,  penggugat  dan  

te rguga t  t i dak  pernah  h idup  rukun  sebaga imana  layaknya  

pasangan  suami  i s t r i ,  meskipun  pernah  t i ngga l  satu  

rumah  se lama  dua  bulan  d i  rumah  ked iaman  orang  tua  

penggugat ;

- Bahwa penyebab  hal  te rsebu t ,  adalah  te rguga t  mender i t a  

in fo t en t ,  dan  t i dak  dapat  melakukan  hubungan  suami  

is t r i ;

- Bahwa  hal  te rsebu t  saks i  ketahu i  karena  d iber i  tahu  

o leh  penggugat ,  dan  te rguga t  send i r i  mengaku i  ha l  

te rsebu t ,  ser ta  saks i  te lah  t i ga  ka l i  menganta r  

te rguga t  beroba t ,  te tap i  te rguga t  be lum  sembuh  d iam-

diam te lah  pulang  ke rumah orang  tuanya ;

- Bahwa se jak  saat  i t u  te rguga t   t i dak  pernah  kembal i ,  
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dan  sekarang  penggugat  dan  te rguga t  te lah  berp i sah  

tempat  t i ngga l  se lama  enam  bulan ,  dan  se lama  i t u  

te rguga t  t i dak  pernah  member i  nafkah  kepada  penggugat ;

- Bahwa  pihak  ke luarga  sudah  melakukan  berbaga i  upaya  

untuk  merukunkan  penggugat  dan  te rguga t ,  te tap i  t i dak  

berhas i l .

Saksi  ke dua :

SAKSI  2,  umur  37  tahun ,  agama Is l am,  peker j aan  urusan  

rumah  tangga ,  ber tempat  t i ngga l  d i  Kabupaten  Soppeng,  di  

bawah sumpah member i  kesaks ian  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  saks i  kena l  kedua  be lah  p ihak  dengan  baik ,  

keduanya  ada lah  pasangan  suami  i s t r i ;

- Bahwa saks i  ada lah  ibu  kandung  penggugat ,  dan  t i ngga l  

satu  rumah dengan  penggugat ;

- Bahwa perkawinan  penggugat  dan  te rguga t  di l angsungkan  

pada                            6 Desember  2010,  d i  

Maccope,  dan  saks i  i ku t  had i r  pada  pelaksanaan  acara  

akad  nikah  te rsebu t ;

- Bahwa  penggugat  dan  te rguga t  pernah  t i ngga l  bersama 

hanya  kurang  leb ih  dua  bulan ,  dan  se lama  i t u  keduanya  

t i dak  ada keharmonis ;

- Bahwa te rsebu t  d isebabkan  o leh  kond is i  te rguga t   t i dak  

dapat  melakukan  kewaj i bannya  sebaga i  suami  yang  

normal ,  karena  te rguga t  mender i t a  inpo ten t ;

- Bahwa  hal  te rsebu t  dike tahu i  saks i  dar i  pengakuan  

penggugat  dan  te rguga t ,  dan  ayah  penggugat  te lah  

menganta r  te rguga t  beroba t  t rad i sona l ,  namun belum ada  

has i l n ya  te rguga t  diam- diam meningga lkan  penggugat  dan  

pulang  ke rumah orang  tuanya ;

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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- Bahwa  se jak  saat  i t u  te rguga t   t i dak  pernah  datang  

menemui  penggugat  yang  h ingga  sekarang  te lah  mencapai  

enam bu lan ,  dan  se lama  i t u  te rguga t  t i dak  pernah  lag i  

member i  nafkah  kepada  penggugat ;

- Bahwa  pihak  ke luarga  te lah  melakukan  berbaga i  upaya  

untuk  merukunkan  penggugat  dengan  te rguga t  ,  gte tap i  

t i dak  berhas i l .

Bahwa kesaks ian  kedua  saks i  te rsebu t  d ibenarkan  o leh  

penggugat ,  dan  berkes impu lan  sudah  t i dak  akan  mengajukan  

sesuatu  hal  lag i ,  ser ta  mohon putusan .

Bahwa  untuk  s ingka tnya  ura ian  putusan  in i ,  semua 

ber i t a  acara  pemer iksaan  perkara  in i  d ianggap  te rmuat  dan  

merupakan  bagian  tak  te rp i sahkan  dengan  putusan  in i .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  penggugat  

ada lah  sebaga imana  te lah  diu ra i kan  te rdahu lu .

Menimbang,  bahwa  maj l i s  hak im  te l ah  mengupayakan  

menasehat i  p ihak  penggugat  agar  kembal i  membina  rumah 

tangganya ,  akan  te tap i  t i dak  berhas i l .

Menimbang,  bahwa  disamping  i t u  untuk  memenuhi  maksud  

Pera tu ran  Mahkmah  Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  1  Tahun  

2008,  maj l i s  hak im  te lah  menje laskan  kepada  penggugat  

ten tang  kewaj i ba  menempuh proses  medias i ,  akan  te tap i  karena  

te rguga t  t i dak  pernah  had i r ,  maka maj l i s  hak im berkes impu lan  

medias i  t i dak  dapat  d i l aksankan  atas  perkara  in i .

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  pokok  permasa lahan  da lam 

perkara  in i  dapat  d is impu lkan  sebaga i  ber i ku t :

• Apakah  benar  te rguga t  mender i t a  suatu  
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penyak i t  yang  berak iba t  t i dak  dapat  

menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  suami  yang  

normal ,  dan  apakah  benar  ha l  te rsebu t  te lah  

menjad i  penyebab  te r j ad i n ya  p isah  tempat  

t i ngga l  anta ra  penggugat  dengan  te rguga t ,  

ser ta  sudah  t i dak  ada  harapan  dapat  rukun  

dalam suatu  rumah tangga?

Menimbang,  bahwa  per tama- tama  maj l i s  hak im  

mempert imbangkan  apakah  gugatan  penggugat  berdasar  hukum 

untuk  dipe r t imbangkan .  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ha l  te rsebu t  maj l i s  hak im  

mempert imbangkan  bukt i  P.  yang  d ia jukan  o leh  penggugat .  

Menimbang,  bahwa  bukt i  P.  te rsebu t  fo rma l  d ibua t ,  

d i t anda tangan i ,  dan d ike lua r kan  o leh  pe jaba t  yang  berwenang,  

dalam  hal  in i  Pegawai  Pencata t  Nikah  Kanto r  Urusan  Agama 

Kecamatan  Mar io r iwawo,  Kabupaten  Soppeng,  ser ta  diber i  

metera i  yang  cukup,  dan  mater i i l  i s i nya  memuat  per i s t i wa  

te lah  te r j ad i n ya  akad  n ikah  penggugat  dan  te rguga t ,  oleh  

karena  i t u  bukt i  P.  te rsebu t  te l ah  dapat  d in i l a i  mempunyai  

kekuatan  pembukt i an  sempurna  dan mengika t .

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  harus  dinya takan  

te rbuk t i  penggugat  dan  te rguga t  mempunya i  hubungan  hukum 

sebaga i  suami  is t r i  sah,  seh ingga  dengan  demik ian  te rbuk t i  

gugatan  penggugat  berdasar  hukum  untuk  dapat  

d iper t imbangkan .  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  maj l i s  hak im  

mempert imbangkan  re laas  pangg i l an  Nomor  400 /  Pdt .G  /  2011 /  
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PA  Wsp.  masing- masing  tangga l  

15  September  2011,  dan  22  September  2011,  te rnya ta  te lah  

d i l aksanakan  o leh  ju rus i t a  penggant i  Pengad i l an  Agama 

Watansoppeng  sesua i  ke ten tuan  pasa l  145  dan  146  R.Bg. ,  

junc to  Pasa l  26,  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9  Tahun  1975,  

junc to  Pasa l  138,  Kompi las i  Hukum Is l am

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  i t u  harus  d inya takan  

te rguga t  te lah  d ipangg i l  secara  resmi  dan patu t  untuk  datang  

menghadap d i  pers idangan .

Menimbang,  bahwa te rnya ta  te rguga t  t i dak  pernah  had i r  

d i  pers idangan ,  dan pu la  t i dak  menyuruh  orang  la i n  menghadap  

sebaga i  kuasanya  yang  sah,  dengan  demik ian  harus  dinya takan  

te rguga t  te lah  d ipangg i l  secara  resmi  dan patu t  untuk  datang  

menghadap d i  pers idangan ,  t i dak  had i r .

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rguga t  t i dak  pernah  

had i r ,  maka  te rguga t  t i dak  dapat  didengar  jawabannya ,  dan  

atas  ket i dakhad i r annya  i t u  secara  fo rma l  te rguga t  d ianggap  

mengaku i  dal i l - da l i l  gugatan  penggugat  atau  set i dak - t i daknya  

t i dak  member i  bantahan  te rhadap  dal i l - da l i l  gugatan  

penggugat  te rsebu t ,  seh ingga  d ianggap  te l ah  gugur  haknya .  

Menimbang,  bahwa hal  te rsebu t  se ja l an  dengan  pendapat  

ahl i  hukum Is lam  da lam k i t ab  Ahkamul  Qur ’an  juz  I I I  ha laman  

405 ,  dan  maj l i s  hak im  mengambi l  a l i h  pendapat  te rsebu t  

sebaga i  pendapat  hak im sebaga i  ber i ku t  :  

ماکح        نيملسملاا ملف بجي وهف ملاظ قحلا  هلا
نم    یلاىعد مکاح           نم

Ar t i nya  :  “  Barangs iapa  yang  d ipangg i l  o leh  hak im  Is l am  

untuk  menghadap  d i  pers idangan ,  sedangkan  orang  te rsebu t  
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t i dak  memenuhi  pangg i l an  i t u ,  maka d ia  te rmasuk  orang  yang  

zha l im  dan gugur  haknya  “

Menimbang,  bahwa  meskipun  demik ian ,  o leh  karena  

perkara  in i  menyangkut  perkara  sengketa  perkawinan ,  seh ingga  

untuk  menghindar i  te r j ad i n ya  penye lundupan  hukum (  rech ts  on  

dekk ing  ) ,  maka kepada  penggugat  te tap  d ibeban i  pembukt i an .  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  pokok  permasa lahan  dalam 

perkara  in i  maj l i s  hak im akan  mempert imbangkan  kesaks ian  dua  

orang  saks i  yang  dihad i r kan  o leh  penggugat  d i  pers idangan  

masing- masing ,  SAKSI 1,  dan SAKSI 2.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  perce ra i an  

penggugat  te rsebu t  mengacu   kepada  Pasa l  19  huru f  (e )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  9 Tahun  1975,  maka da lam perkara  

in i  maj l i s  hak im  mendengar  kete rangan  ke luarga  dekat  

penggugat  sebaga i  saks i ,  karena  maj l i s  hak im  memandang yang  

leb i h  mengetahu i  permasa lahan  rumah  tangga  keduanya  ada lah  

ke luarga  dekat .

Menimbang,  bahwa  kedua  saks i  te lah  menghadap,  

bersumpah  dan  member i  kesaks ian  secara  te rp i sah  d i  depan  

pers idangan  sebaga imana  te lah  d iu ra i kan  te rdahu lu ,  o leh  

karena  i t u  secara  fo rma l  kesaks ian  kedua  saks i  dapat  

d i t e r ima .  

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  pula  kesaks ian  kedua  saks i  

te rsebu t  didasarkan  pada pengetahuan  dan penga laman send i r i ,  

re levan  satu  dengan  yang  la i n ,  dan  re levan  pula  dengan  

dal i l - da l i l  gugatan  penggugat ,  seh ingga  d in i l a i  te l ah  

memenuhi  syara t  mater i i l  kesaks ian .

Menimbang,  bahwa oleh  karena  i t u  kesaks ian  kedua  saks i  

te rsebu t  te lah  memenuhi  syara t  fo rma l  dan  mater i i l  

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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kesaks ian ,  maka kesaks ian  kedua  saks i  te rsebu t  te lah  dapat  

d i t e r ima  sebaga i  ala t  buk t i .  

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  dar i  kesaks ian  kedua  saks i  

te rbuk t i  penggugat  dan  te rguga t  hanya  dua  bu lan  membina  

rumah tangga  bersama.

Menimbang,  bahwa  penggugat  mengemukakan  penyebab  

te r j ad i n ya  konf l i k  dalam  keh idupan  rumah  tangga  penggugat  

dengan  te rguga t  ada lah  keadaan  te rguga t  t i dak  mampu 

melakukan  hubungan  b io log i s  dengan  penggugat ,  dan  set i ap  

menje lang  t i du r  te rguga t  hanya  mencumbui  penggugat  sepan jang  

malam,  seh ingga  mengak iba tkan  penggugat  merasa  te rganggu  dan  

te rs i k sa .

Menimbang,  bahwa masalah  dis fungs i  ereks i  (  in fo t en t  )  

sangat  susah  untuk  dapat  dibuk t i k an  kecua l i  dengan  

pemer i ksaan  secara  medis ,  atau  dar i  pengakuan  yang  

bersangku tan  send i r i .  

Menimbang,  bahwa  walaupun  masalah  seks  bukan  suatu  

masalah  utama  da lam  pern i kahan ,  akan  te tap i  tanpa  adanya  

komunikas i  dan kete rbukaan  anta ra  satu  dengan  yang  la i n  akan  

menimbulkan  masalah .

Menimbang,  bahwa  te rbuk t i  kedua  saks i  te l ah  

menyaks ikan  keh idupan  rumah  tangga  penggugat  dan  te rguga t  

se jak  awal  t i dak  pernah  h idup  harmonis ,  karena  te rguga t  

mender i t a  in fo t en t  dan  t i dak  dapat  melakukan  hubungan  

b io l og i s  dengan penggugat .

Menimbang,  bahwa  kedua  saks i  mengetahu i  kond is i  

te rguga t  te rsebu t  adalah  dar i  penutu ran  te rguga t  send i r i  

kepada  kedua  saks i ,  seh ingga  dengan  demik ian  maj l i s  hak im  

meni l a i  te rdapa t  bukt i  awal  te rguga t  mender i t a  penyak i t  yang  
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berak iba t  t i dak  dapat  menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  suami  

yang  normal .

Menimbang,  bahwa  te rbuk t i  kesaks ian  kedua  saks i  

te rbuk t i  ke lua rga  penggugat  te l ah  melakukan  te rap i  

pengobatan  te rhadap  te rguga t ,  akan  te tap i  pengobatannya  

belum  tun tas  te rguga t  leb ih  memi l i h  pulangke  rumah  orang  

tanya  dan  menghent i kan  pengobatan nya ,  maka  maj l i s  hak im  

berkes impu lan  bahwa 

te rbuk t i  te rguga t  mender i t a  penyak i t  yang  berak iba t  t i dak  

dapat  menja lankan  kewaj i bannya  sebaga i  suami .     

Menimbang,  bahwa te rbuk t i  dar i  kesaks ian  kedua  saks i ,  

k in i  penggugat  dan  te rguga t  te lah  t i dak  t i ngga l  dalam satu  

rumah yang  sama,  karena  te rguga t  te lah  memi i l i h  meningga lkan  

penggugat ,  dan  t i dak  pernah  kembal i  lag i  yang  h ingga  

sekarang  te lah  mencapai  enam bu lan ,  te lah  membukt i kan  secara  

nyata  hubungan  penggugat  dan  te rguga t  se jak  awal  sudah  

renggang ,  dan jauh  dar i  adanya  ika tan  bat i n .

Menimbang,  bahwa ika tan  bat i n  ada lah  sa lah  satu  unsur  

yang  memegang  peran  sangat  pent i ng  dalam  mewujudkan  suatu  

keh idupan  rumah  tangga  sak inah ,  mawaddah,  dan  rahmah,  

seh ingga  apab i l a  unsur  te rsebu t  t i dak  ada,  maka  suatu  

perkawinan  akan  rapuh .

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  i t u  maj l i s  hak im  

berpendapa t  keh idupan  rumah  tangga  penggugat  dan  te rguga t  

se jak  awal  te lah  pecah  (  broken  marr i age  ) ,  dan  t i dak  

memi l i k i  dasar  yang  kuat  untuk  dapat  d ib ina .

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  tu j uan  perkawinan  

sebaga imana  maksud Pasa l  1 Undang Undang Nomor  1 Tahun 1974,  

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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junc to  Pasal  3  Kompi las i  Hukum Is l am,  ser ta  f i rman  Al l ah  

dalam  surah  Ar- Rum ayat  21  t i dak  pernah  te rwu jud  da lam 

keh idupan  rumah tangga  penggugat  dan te rguga t .  

Menimbang,  bahwa  te rbuk t i  p ihak  ke lua rga  sudah  

melakukan  berbaga i  upaya  agar  penggugat  dapat  rukun  dalam 

suatu  rumah tangga ,  te tap i  t i dak  berhas i l .  

Menimbang,  bahwa  demik ian  pula  maj l i s  hak im  se lama  

pemer i ksaan  perkara  in i ,  te l ah  berusaha  maksima l  menasiha t i  

penggugat  agar  dapat  membina  rumah  tangganya ,  akan  te tap i  

semuanya  s ia - s ia ,  seh ingga  maj l i s  hak im  berpendapa t  

penggugat  dan te rguga t  t i dak  ada harapan  dapat  membina  suatu  

rumah tangga .  

Menimbang,  bahwa hal  i t u  te rbuk t i  pu la  dar i  s ikap  dan  

mimik  penggugat  yang  di tun j ukkan  se lama  pers idangan ,  te lah  

mengekspres i kan  ket i daksenangan  te rhadap  pasangannya.

Menimbang,  bahwa  t i dak l ah  mungkin  secara  hukum untuk  

memaksakan  penggugat  dan  te rguga t  untuk  kembal i  rukun ,  yang  

jus t r u  akan  menimbulkan  ha l - ha l  yang  t i dak  sesua i  dengan  

tu juan  perkawinan ,  dan  akan  mendatangkan  mudhara t  kepada  

keduanya .

Menimbang,  bahwa  memperhat i kan  kr i t e r i a  dan  muatan  

per tengkaran  dan  perse l i s i h an  yang  te r j ad i  anta ra  penggugat  

dan  te rguga t ,  maj l i s  hak im  berkes impu lan  perkawinan  

penggugat  dan  te rguga t  sudah  t i dak  layak  untuk  te tap  

d iper t ahankan ,  dan  percera i an  sudah  merupakan  al te rna t i f  

satu - satunya  yang  te rba i k  dan  tepa t ,  ser ta  memenuhi  rasa  

kead i l an  bagi  kedua  belah  pihak .

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  alasan  percera i an  

sebaga imana  maksud  Pasa l  19 huru f   (e )  Pera tu ran  Pemer in tah  
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Nomor  9 Tahun  1975,  junc to   Pasal  116   huru f  (e )  Kompi las i  

Hukum Is l am  te lah  te rpenuh i .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t  te l ah  cukup  alasan  mengabulkan  gugatan  penggugat ,  

sebaga imana  te r t uang  dalam amar  putusan  in i .

Menimbang,  bahwa  dalam  memer iksa  dan  memutus  perkara  

in i  maj l i s  hak im  mengambi l  a l i h  pendapat  ahl i  hukum Is l am  

dalam  k i t ab  Risa la tus  Syiqaq  ha laman  22  sebaga i  pendapat  

hak im sebaga i  ber i ku t :

لزوجهاا      االزوجاةا رغابةا عادم اشتادا  وإن

طالقاةا    االقاضى عاليها  طالق

Ar t i nya  :  “  Diwaktu  i s t r i  te l ah  memuncak kebenc iannya  kepada  

suaminya  dis i t u l a h  hak im diperkenankan  menja tuhkan  ta laknya  

lak i - lak i  dengan ta lak  satu  “

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  

te rsebu t ,  maka te lah  te rdapa t  cukup  a lasan  bag i  maj l i s  hak im  

mengabulkan  gugatan  penggugat ,  sebaga imana  te r t uang  da lam 

amar  putusan .

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rguga t  t i dak  pernah  

had i r  d i  pers idangan ,  dan pu la  t i dak  diwak i l i  o leh  seseorang  

sebaga i  kuasanya  yang  sah,  sedangkan  gugatan  penggugat  

bera lasan  dan  t i dak  melawan  hukum,  maka  berdasar  pada  

keten tuan  Pasal  149  (1 ) ,  dan  Pasa l  150  R.Bg. ,  maka perkara  

in i  d ipe r i k sa  dan dipu tus  secara  vers tek .  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pet i t um  pr imer  

sebaga imana  pada  gugatan  penggugat  pada  angka  (2 )  bers i f a t  

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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umum,  maka supaya  t i dak  mengurang i  maksud  pet i t um  te rsebu t ,  

maka  berdasar  pada  pet i t um  subs ide r ,  yang  berdasar  pada  

keten tuan  Pasa l  119  ayat  (2 )  huru f  (c )  Kompi las i  Hukum 

Is l am,  maj l i s  hak im  berkes impu lan  yang  adi l  dan  patu t  

d i j a t uhkan  dalam  perkara  in i  ada lah  sebaga imana  te r t uang  

dalam amar  putusan  in i .

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  te rguga t  t i dak  pernah  

had i r  d i  pers idangan ,  dan pu la  t i dak  diwak i l i  o leh  seseorang  

sebaga i  kuasanya  yang  sah,  sedangkan  gugatan  penggugat  

bera lasan  dan  t i dak  melawan  hukum,  maka  berdasar  pada  

keten tuan  Pasal  149  (1 ) ,  dan  Pasa l  150  R.Bg. ,  maka perkara  

in i  d ipe r i k sa  secara  vers tek .  

Menimbang,  bahwa  berdasar  pada  keten tuan  Pasa l  84  

Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang  te lah  diperba i k i  

dengan  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  Undang  Undang  

Nomor  50  Tahun  2009,  dan                         o leh  

karena  domis i l i  penggugat  dan  te rguga t  berada  da lam  satu  

wi layah  yang        sama        dengan  tempat  

d i l angsungkannya    perkawinan    ya i t u  

berada            da lam       wi layah    Pegawai   Pencata t  

Nikah   Kantor   Urusan   Agama          Kecamatan  

Mar io r iwawo,      maka   dipe r i n t ahka  kepada  Pani te ra  

Pengadi l an  Agama Watansoppeng  untuk  mengi r im  sa l i nan  putusan  

in i  kepada  Pegawai  Pencata t  Nikah  Kanto r  Urusan  Agama 

Kecamatan  Mar io r iwawo.  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  (1 )  Undang  
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Undang Nomor  7 Tahun  1989,  yang  te lah  d iubah  dan  d iperba i k i  

dengan  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  dan  Undang  Undang  

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  d ibebankan  kepada  

penggugat .

Memperhat i kan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  dan  keten tuan  hukum syar ’ i  yang  berka i t an  dengan  

perkara  in i .

M E N G A D I  L I

1. Menyatakan ,  te rguga t  yang  te lah  d ipangg i l  secara  sah  

dan patu t  untuk  menghadap ke pers idangan ,  t i dak  had i r ;

2. Mengabulkan  gugatan  pengugat  secara  vers tek ;

3. Menja tuhkan  ta lak  satu  ba ’ i n  shughra  te rguga t ,  

TERGUGAT kepada  pengugat ,  PENGGUGAT.

4. Memer in tahkan  kepada  Pani te ra  Pengadi l an  Agama 

Watansoppeng  untuk  mengi r im  sa l i nan  putusan  in i  ke  

Pegawai  Pencata t  Nikah  Kanto r  Urusan  Agama Kabupaten  

Soppeng,  sete l ah  putusan  in i  berkekua tan  hukum te tap .

5. Membebankan  kepada  pengugat  untuk  membayar  b iaya  

perkara  in i   se jumlah                 Rp 331.000 ,00  

(  t i ga  ra tus  t i ga  pu luh  satu  r i bu  rup iah  ) .

Demik ian   putusan  in i   d i j a t uhkan  pada  har i  Rabu,  

tangga l    28  September  2011 Masehi ,  ber tepa tan  dengan  

tangga l  28 Syawal  1432 Hi j r i y ah  oleh  maj l i s  hak im Pengadi l an  

Agama Watansoppeng  ,  yang   d ibacakan  da lam  s idang  te rbuka  

untuk  umum  oleh   Drs .  Rahmani ,  S.H. ,  ketua  maj l i s ,  

d idamping i  o leh                Drs .  H.  Abd.  Samad,  dan  Dra.  

Hj .  Badr i yah ,  S.H. ,  masing- masing  hak im anggota ,  

ser ta  Mastang ,  S.Ag. ,  pan i t e ra  penggant i ,  yang  d ihad i r i  o leh  

penggugat ,  tanpa  hadi rnya  tergugat .

Putusan  Nomor 400 /Pd t .G /2011 /PA  Wsp.
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Hakim  anggota ,  
Ketua  maj l i s ,

  

          t . t . d t . t . d      t . t . d
t . t .  

Drs.  H.  Abd.  Samad  Drs.  Rahmani ,  
S.H.

t . t . d  

Dra.  Hj .  Badriyah,  S.H.                           
Pani te ra  penggant i ,  
                                                    
  
t . t . d             
  

Mastang,  S.Ag.  

Perinc ian  biaya  perkara  :

1. Biaya  pencata tan .. Rp 30.000 ,00

2. Biaya  ATK ............... Rp 50.000 ,00

3. Biaya  pangg i l an .... Rp 240.000 ,00

4. Biaya  redaks i ........ Rp 5.000 ,00

5. Metera i                         ...................      Rp            6.000 ,00  

                         Jumlah Rp  
331.000 ,00  
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